BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950}
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
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Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010};

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516};

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516};

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
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2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165};
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesa Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka

Mendukung Kemudahan Berusaha dan layanan Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6622);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah  tentang  Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perenncanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor
20217);
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun

20.

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 {Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2022 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun
2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023

Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan
BUPAT! LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan
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(2)

dan Belanja Daerah Per 31 Desember 2023 memuat
laporan keuangan yang meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

=

Neraca;

o

Laporan Arus Kas;

e

Laporan Operasional;

o

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan

g catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah.
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Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1} huruf a, sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 2.682.005.744.337,00
b. Belanja Rp 2.827.845.303.048,00 (-)
Defisit Rp (145.839.558.711,00)
c. Pembiayaan
1. Penerimaan Rp 268.366.512.733,00
2. Pengeluaran Rp 48.226.000.000,00 (-}
Pembiayaan Netto Rp 220.140.512.733,00
SiLPA Rp 74.300.954.022,00
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, sebagai berikut:
a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
RP 41.656.672.019,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran Pendapatan

setelah Perubahan Rp 2.723.662.416.356,00
2. Realisasi Rp 2.682.005.744.337,00(-)
Selisih Lebih Rp 41.656.672.019,00

b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp 115.964.914.829,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja setelah

Perubahan Rp 2.943.810.217.877,00
2. Realisasi Rp 2.827.845.303.048.00(-)
Selisih Lebih Rp 115.964.914.829,00

c. selisih anggaran dengan realisasi sejumlah Rp

(74.308.242.810,00) dengan rincian sebagai berikut:

1. Defisit setelah Rp (220.147.801.521,00)
Perubahan

2. Realisasi Rp (145.839.558.711 ,00) (-)
Selisih Lebih Rp (74.308.242.810,00)
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d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp 7.288.788,00 dengan rincian sebagai

berikut:

1. Anggaran Penerimaan
Pembiayaan setelah
Perubahan Rp 268.373.801.521,00

2. Realisasi Rp 268.366.512.733,00 (-)
Selisih Lebih Rp 7.288.788,00

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran Pengeluaran

Pembiayaan setelah
Perubahan Rp 48.226.000.000,00

2. Realisasi Rp_ 48.226.000.000,00 (-}
Selisih Rp 0,00

f selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp 7.288.788,00 dengan rincian sebagai
berikut:

1. Anggaran Pembiayaan

Netto setelah Perubahan Rp 220.147.801.521,00

2. Realisasi Rp_ 220.140.512.733,00 (-
Selisih Lebih Rp 7.288.788,00
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf

b, per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a. jumlah aset Rp 4.521.067.113.191,38
b. jumlah kewajiban Rp 22.260.721.485,25
c. jumlah ekuitas Rp 4.498.806.391.706,13
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Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo kas BUD awal per 1 Rp 179.075.034.795,00

Januari 2023
b. Arus Kas Bersih dari Rp 124.791.937.602,00
Aktivitas Operasi
c. Arus Kas  Bersih dart Rp
Aktivitas Investasi (273.952.256.232,00})
d. Arus Kas  Bersih dari Rp
Aktivitas Pendanaan 0,00
e. Arusn Kas Bersih dari Rp

Aktivitas Transitoris
f Saldo akhir Kas di

Bendahara Penerimaan

g Saldo Akhir Kas di Kas BLUD

h. Salde Akhir Kas di Kas Dana
BOS

i. Saldo Akhir Kas di Kas
Lainnya

j- Saldo Kas per 31 Desember
2023

Pasal 6

20.050.000.000,00

Rp 85.494.635,00
Rp 20.332.580.527,00
Rp 28.775.325,20
Rp. 3.917.813.500,00
Rp 74.329.380.152,20

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan

31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

a. jumlah Pendapatan

b. jumlah Beban

c. Surplus/(Defisit) dari Operasi
Non

d. Surplus/ (Defisit]j dan

Operasi

Rp 2.745.143.056.212,74
Rp 2.874.058.461.316,91
Rp

(128.915.405.104,17)

Rp

(54.110.010.098,91)
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e. Pos Luar Biasa

f  Surplus/(Defisit}-LO

Rp

0,00

Rp
(183.025.415.203,08)

Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember

2023, dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awai
b. Penggunaan SAL sebagai

Rp 240.373.801.521,15

Penerimaan Pembiayaan
Tahun Berjalan Rp_240.366.512.733,00 (-}
Selisih Rp 7.288.788,15

c. Sisa Lebih Pembiayaan Rp 74.300.954.022,00
Anggaran (SiLPA) (+)
Jumlah Rp 74.308.242.810,15

d. Koreksi Pembukuan Tahun Rp (7.288.788,15)(+)
Sebelumnya

e. Saldo Anggaran Lebih Rp 74.300.954.022,00
Akhir

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai

dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

b. Surplus/(Defisit) - LO

c. Dampak
Perubahan Kebijakan

d. Ekuitas Akhir
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Kumulatif Rp

Rp 4.673.297.997.068,87
Rp (183.025.415.203,08)
8.533.809.840,34

Rp 4.498.806.391.706,12
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Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023

memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif

atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas:

1. Lampiran |

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2

Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

2. Lampiran II

Lampiran III
Lampiran IV

Lampiran V

L I

Lampiran VI
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
terdiri atas:

Ringkasan Laporan Realisasi
Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi
Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut  kelompok dan  jenis
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan,

Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub Kkegiatan,
kelompok dan jenis pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi belan ja
menurut urusan pemerinatah
daerah, organisasi, prograrm,

kegiatan, dan sub kegiatan,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca,;

Laporan Arus Kas;




Lampiran VII

Lampiran VIII

Lampiran IX
10. Lampiran X
11. Lampiran XI
12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII
14. Lampiran XIV
15. Lampiran XV
16. Lampiran XVI
17. Lampiran XVII

18. Lampiran XVill
19. Lampiran XIX

20. Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2
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Catatan atas Laporan Keuangan;
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan
Piutang Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir
dan Penyisihan Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah,;

Daftar Rekapitulasi Realisasi
Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam
Pekerjaan;

Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar sub kegiatan yang belum
diselesaikan sampai tahun anggaran
2023 dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah terdiri atas:

[khtisar Laporan Keuangan (Neraca)
Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah;

Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan
Laba/Rugi) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah.
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Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 24 Juli 2024

_~Pi"B URTI LEBAK,

IWANKURNIAWAN

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 24 Juli 2024

SEKRETARIS-DAERAH KABUPATEN LEBAK,

e

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN: (4,18/2024)
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